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B A B I 

K E T E N T U A N UMUM 

Pasa l 1 

Da l am Peraturan B u p a t i i n i yang d imaksud dengan : 
1. Daerah ada lah Kabupaten Kapuas H u l u . 
2. Pemer intahan Daerah adalah penyelenggaraan u r u s a n 

pemer intahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwaki lan 
rakyat daerah menuru t a sas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan pr ins ip otonomi se luas - luasnya da lam sistem dan 
pr ins ip Negara Kesa tuan Republ ik Indonesia sebagaimana 
d imaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republ ik 
Indonesia T a h u n 1945. 

3. Pemerintah Daerah ada lah kepala daerah sebagai u n s u r 
penyelenggara Pemer intahan Daerah yang memimpin 
pe laksanaan u r u s a n pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. 

4. Bupa t i ada lah Bupa t i K a p u a s H u l u . 
5. Sekretar iat Daerah ada lah Sekretar iat Daerah Kabupaten 

K a p u a s H u l u . 
6. Perangkat Daerah ada lah u n s u r pembantu kepala daerah dan 

Dewan Perwaki lan Rakyat Daerah da lam penyelenggaraan 
U r u s a n Pemer intahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

7. Pera turan Bupa t i ada lah Peraturan Bupa t i K a p u a s H u l u . 
8. D inas ada lah D inas Kesehatan Kabupaten K a p u a s H u l u . 
9. Kepala D inas ada lah Kepala D inas Kesehatan Kabupaten 

Kapuas H u l u . 
10. Sekretar iat ada lah Sekretar iat pada D inas Kesehatan 

Kabupaten Kapuas H u l u . 
11 . Sekretar is ada lah Sekretar is D inas Kesehatan Kabupaten 

K a p u a s H u l u . 
12. Uni t Pe laksana Tekn i s se lanjutnya dis ingkat UPT ada lah 

U n s u r Pe laksana Operasional D inas Kesehatan Kabupaten 
K a p u a s H u l u . 

13. J a b a t a n Fungs ional ada lah sekelompok j aba tan yang berisi 
fungsi dan tugas berkai tan dengan pelayanan fungsional yang 
berdasarkan pada keah l ian dan keterampi lan tertentu 

B A B I I 
K E D U D U K A N 

Pasa l 2 

D inas Kesehatan dipimpin oleh Kepala D inas yang berkedudukan 
di bawah dan bertanggung j awab kepada Bupa t i K a p u a s H u l u 
mela lui Sekretar is Daerah. 



B A B I I I 
T U G A S DAN F U N G S I 

Pasa l 3 

D inas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupat i 
me l aksanakan U r u s a n Pemer intahan bidang Kesehatan yang 
menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang 
d iber ikan kepada Daerah. 

Pasa l 4 

Da lam me laksanakan tugas pokok sebagaimana d imaksud dalam 
Pasa l 3, D inas Kesehatan me l aksanakan fungsi : 
a. p e rumusan kebi jakan teknis di bidang Kesehatan; 
b. pe laksanaan u r u s a n pemerintahan di bidang Kesehatan; 
c. pe laksanaan evaluas i dan pelaporan pe laksanaan u r u s a n 

pemer intahan di bidang Tenaga Kerja, Per industr ian, dan 
Transmigras i ; 

d. pe laksanaan admin is t ras i D inas ;dan 
e. pe laksanaan fungsi la in yang d iserahkan oleh Bupat i sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

B A B IV 
SUSUNAN ORGANISASI 

Bag ian Kesa tu 
S u s u n a n Organisasi 

Pasa l 5 

(1) S u s u n a n Organisasi D inas Kesehatan terdiri dar i : 
a. Kepala D inas ; 
b. Sekretar iat ; 
c. B idang Sumber D a y a Kesehatan; 
d. B idang Kesehatan Masyarakat ; 
e. B idang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ; 
f. B idang Pelayanan Kesehatan; 
g. Uni t Pe laksana Tekn is (UPT) ; dan 
h . Kelompok J a b a t a n Fungs ional . 

(2) S t r u k t u r Organisasi D inas Kesehatan sebagaimana tercantum 
pada Lamp i ran yang merupakan bagian t idak terp isahkan 
dar i Peraturan Bupa t i in i . 



Bagian Kedua 
Kepala D inas 

Pasa l 6 

Kepala D inas sebagaimana d imaksud dalam Pasa l 5 ayat (1) h u r u f 
a, mempunya i tugas memimpin kegiatan pe layanan u m u m dan 
teknis D inas Kesehatan sesuai dengan kewenangan di bidang 
Kesehatan. 

Pasa l 7 

U n t u k me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 
6, Kepala D inas me laksanakan fungsi sebagai ber ikut: 
a. penetapan rencana strategis D inas Kesehatan; 
b. pengkoordinasian se luruh kegiatan D inas Kesehatan dengan 

ins tans i la innya ; 
c. penyusunan kebi jakan teknis penyelenggaraan di bidang 

Kesehatan; 
d. pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan u m u m dan 

teknis sesua i dengan program ker ja dan kebi jakan yang telah 
ditetapkan; 

e. pe laksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan di 
bidang Kesehatan; 

f. pemantauan, pengawasan dan pelaporan perkembangan 
pe laksanaan kegiatan D inas Kesehatan secara periodik; dan 

g. pe laksanaan tugas la in yang diber ikan Bupa t i sesuai dengan 
bidang tugasnya. 

Pasal 8 

Da lam ha l Kepala D inas berhalangan m a k a pe laksanaan tugas 
pokok dan fungsinya d i l aksanakan oleh Sekretar is , kecual i dengan 
a lasan tertentu. 

Bag ian Ketiga 
Sekretar iat 

Pasa l 9 

Sekretar iat sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 5 ayat (1) h u r u f b, 
dipimpin oleh seorang Sekretar is dan berada di bawah serta 
bertanggung j awab kepada Kepala Dinas . 

Pasa l 10 

Sekretar iat sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 9, mempunyai 
tugas membantu Kepala D inas da lam perencanaan program, 
admin is t ras i kepegawaian, pengelolaan keuangan, perpustakaan, 
kears ipan, aset, ke ta tausahaan dan kerumahtanggaan D inas . 



Pasa l 11 

U n t u k me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 
10, Sekretar iat me laksanakan fungsi sebagai ber ikut : 
a. p enyusunan program ker ja Sekretariat ; 
b. pengkoordinasian penyusunan program ker ja D inas ; 
c. pengelolaan admin is t ras i keuangan D inas ; 
d. penyelenggaraan admin is t ras i kepegawaian, pengembangan 

sumber daya aparatur , dan tata l a k s a n a D inas ; 
e. pe laksanaan u r u s a n ke ta tausahaan, kears ipan, perpustakaan, 

r u m a h tangga, dan pengelolaan barang mi l ik D inas ; 
f. pe laksanaan evaluas i dan pelaporan pe laksanaan program 

kerja D inas ; 
g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pe laksanaan tugas 

dan fungsi Sekretar iat ; dan 
h . pe laksanaan fungsi la in yang d iber ikan oleh Kepala D inas 

sesua i dengan tugas dan fungsinya. 

Pasa l 12 

(1) Sekretar iat terdiri dar i : 
a. Subbagian Program; 
b. Subbagian Keuangan; dan 
c. Subbagian U m u m dan Aparatur. 

(2) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala 
Subbagian yang berada di bawah serta bertanggung j awab 
kepada Sekretar is . 

Pasa l 13 

(1) Subbagian Program mempunya i tugas membantu Sekretar iat 
da lam me laksanakan tugas pengumpulan, pengolahan, 
pengevaluasian, dan pelaporan r encana ker ja D inas . 

(2) U n t u k me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud pada ayat 
(1), Subbagian Program me laksanakan fungsi sebagai ber ikut : 
a . p enyusunan rencana kegiatan Subbagian Program; 
b. penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis dan 

program ker ja D inas ; 
c. p enyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen 

Pe laksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan 
Pe laksanaan Anggaran; 

d. p enyusunan Penetapan Kiner ja , Perjanjian Kiner ja dan 
Laporan Kiner ja D inas ; 

e. pe laksanaan harmonisas i dan s inkron isas i program ker ja 
dar i setiap B idang dan UPT; 

f. p enyusunan profil kesehatan; 
g. pengelolaan sistem informasi kesehatan dan pemberian 

l ayanan data bidang kesehatan; 
h . pengendalian dan pelaporan program ker ja d inas; 
i . pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pe laksanaan 

tugas Subbagian Program; dan 



j . p e laksanaan fungsi la in yang diber ikan oleh Sekretar is 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 14 

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretar iat 
di bidang pengelolaan admin is t ras i keuangan D inas . 

(2) U n t u k me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud pada ayat 
(1), Subbagian Keuangan me laksanakan fungsi sebagai berikut: 
a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Keuangan; 
b. penyelenggaraan tata u s a h a keuangan D inas ; 
c. p enyusunan Neraca, Laporan Keuangan dan Cata tan Atas 

Laporan Keuangan D inas ; 
d. p enyusunan bahan laporan pe laksanaan tugas keuangan 

D inas ; 
e. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan has i l 

perkembangan pe laksanaan tugas Subbagian Keuangan; 
dan 

f. pe laksanaan la in yang diber ikan oleh Sekretar is sesua i 
dengan tugas dan fungsinya. 

Pasa l 15 

(1) Subbagian U m u m dan Aparatur mempunya i tugas membantu 
Sekretar iat da lam pe laksanaan tugas mengumpul dan 
mengolah bahan admin is t ras i kepegawaian, pengembangan 
pegawai, admin is t ras i u m u m dan perlengkapan D inas . 

(2) U n t u k me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud pada ayat 
(1), Subbagian U m u m dan Aparatur me laksanakan fungsi 
sebagai ber ikut: 
a. p enyusunan rencana kegiatan Subbagian Personil dan 

U m u m ; 
b. penyelenggaraan admin is tas i kepegawaian; 
c. penyelenggaraan manajemen kepegawaian daerah bagi 

tenaga non kesehatan; 
d. penyiapan bahan laporan dan eva luas i pe laksanaan tugas di 

bidang aparatur ; 
e. penyelenggaraan u r u s a n ke ta tausahaan , kears ipan dan 

perpustakaan D inas serta pembinaan produk h u k u m di 
l ingkungan d inas; 

f. pengelolaan barang dan perlengkapan mi l ik D inas ; 
g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan has i l 

perkembangan pe laksanaan tugas Subbagian U m u m dan 
Aparatur ; dan 

h . pe laksanaan tugas la in yang diber ikan Kepala Sekretar is 
sesua i dengan tugas dan fungsinya. 



Bagian Keempat 
B idang Sumber Daya Kesehatan 

Pasa l 16 

B idang Sumber Daya Kesehatan sebagaimana d imaksud dalam 
Pasa l 5 ayat (1) h u r u f c, dipimpin oleh seorang Kepala B idang 
berada di bawah serta bertanggung j awab kepada Kepala D inas 
mela lui Sekretar is . 

Pasa l 17 

(1) B idang Sumber Daya Kesehatan mempunya i tugas membantu 
Kepala D inas da lam pe rumusan dan pe laksanaan kebi jakan 
teknis pengelolaan Sumber Daya Kesehatan. 

(2) U n t u k me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud pada ayat 
(1), B idang Sumber Daya Kesehatan me laksanakan fungsi 
sebagai ber ikut : 
a. p enyusunan program kerja B idang Sumber Daya Kesehatan; 
b. p enyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pe laksanaan di 

bidang pengawasan m a k a n a n dan m i n u m a n , pengelolaan 
farmasi , pengelolaan fasi l i tas dan alat kesehatan, dan 
sumber daya m a n u s i a kesehatan; 

c. penyiapan bimbingan teknis dan superv is i di bidang 
pengawasan m a k a n a n dan m inuman , pengelolaan farmasi , 
pengelolaan fasi l i tas dan alat kesehatan, dan sumber daya 
m a n u s i a kesehatan; 

d. pengkoordinasian pe laksanaan program dan kegiatan di 
bidang pengawasan m a k a n a n dan m i n u m a n , pengelolaan 
farmasi , pengelolaan fasi l i tas dan alat kesehatan, dan 
sumber daya m a n u s i a kesehatan; 

e. penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang 
pengawasan m a k a n a n dan m inuman , pengelolaan farmasi , 
pengelolaan fasi l i tas dan alat kesehatan, dan sumber daya 
m a n u s i a kesehatan; 

f. pembinaan program dan kegiatan di bidang pengawasan 
m a k a n a n dan m i n u m a n , pengelolaan farmasi , pengelolaan 
fasi l i tas dan alat kesehatan, dan sumber daya m a n u s i a 
kesehatan; 

g. pengendalian program dan kegiatan di bidang pengawasan 
m a k a n a n dan m i n u m a n , pengelolaan farmasi , pengelolaan 
fasi l i tas dan alat kesehatan, dan sumber daya m a n u s i a 
kesehatan; 

h . pengaturan pe laksanaan tugas Seks i - Seks i pada B idang 
Sumber Daya Kesehatan; 

i . pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan perkembangan 
pe laksanaan tugas B idang Sumber Daya Kesehatan secara 
periodik; dan 

j . pe laksanaan tugas la in yang diber ikan oleh Kepala D inas 
sesua i dengan tugas pokok dan fungsinya. 



Pasa l 18 

B idang Sumber Daya Kesehatan terdiri dar i : 
a. S eks i Sumber Daya Manus ia Kesehatan; 
b. Seks i Fas i l i t as dan Alat Kesehatan; dan 
c. Seks i Fa rmas i , Makanan dan Minuman. 

Masing-masing Seks i dipimpin oleh seorang Kepala Seks i yang 
berada di bawah dan bertanggung j awab kepada Kepala 
B idang Sumber Daya Kesehatan. 

Pasa l 19 

Seks i Sumber Daya Manus ia Kesehatan mempunyai tugas 
membantu Bidang Sumber Daya Kesehatan dalam perumusan 
dan pe laksanaan kebi jakan teknis pengelolaan sumber daya 
m a n u s i a kesehatan. 

U n t u k me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud pada ayat 
(1), Seks i Sumber Daya Manus ia Kesehatan me laksanakan 
fungsi : 
a. p enyusunan rencana kegiatan Seks i Sumber Daya 

Manus ia Kesehatan; 
b. penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pe laksanaan 

pengelolaan tenaga kesehatan, sumber daya manus ia , dan 
organisasi profesi kesehatan ; 

c. pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan peningkatan 
m u t u tenaga kesehatan; 

d. p enyusunan perencanaan, pengadaan, dan 
pendayagunaan dan s tandar isas i tenaga kesehatan sesua i 
dengan kebutuhan ; 

e. per l indungan kepada tenaga kesehatan da lam 
menja lankan prakt ik ; 

f. pe laksanaan kegiatan peni laian, pengembangan dan 
pelayanan admin is t ras i ketenagaan bagi tenaga kesehatan; 

g. pe layanan izin prakt ik dan izin kerja tenaga kesehatan; 
h . penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervis i kegiatan 

pengelelolaan tenaga kesehatan; 
i . pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pe laksanaan 

tugas Seks i Sumber Daya Manus ia Kesehatan; dan 
j . pe laksanaan tugas la in yang diber ikan oleh Kepala B idang 

Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. 

Pasa l 20 

Seks i Fas i l i t as dan Alat Kesehatan mempunya i tugas 
membantu B idang Sumber Daya Kesehatan dalam perumusan 
dan pe laksanaan kebi jakan pengelolaan fasi l itas dan alat 
kesehatan. 

U n t u k me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud pada ayat 
(1), Seks i Fas i l i tas dan Alat Kesehatan me laksanakan fungsi 
sebagai ber ikut: 
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a. p enyusunan rencana kegiatan Seks i Fas i l i tas dan Alat 
Kesehatan; 

b. penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pe laksanaan 
pengelolaan fasi l i tas dan alat kesehatan; 

c. penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervis i kegiatan 
pengelolaan s a r a n a p rasarana di fasi l i tas kesehatan; 

d. p enyusunan rencana kebutuhan s a r a n a dan p rasa rana di 
fasi l i tas pe layanan kesehatan; 

e. pengelolaan s a r a n a dan p rasa rana fasi l i tas kesehatan; 
f. penyediaan dan pemantauan pemanfaatan alat kesehatan; 
g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pe laksanaan 

tugas Seks i Fas i l i tas dan Alat Kesehatan; dan 
h . pe laksanaan tugas la in yang d iber ikan oleh Kepala B idang 

Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. 

Pasa l 21 

(1) S eks i Fa rmas i , Makanan dan M inuman mempunyai tugas 
membantu B idang Sumber Daya Kesehatan dalam perumusan 
dan pe laksanaan kebi jakan pengelolaan ke farmasian dan 
pengawasan m a k a n a n dan m inuman . 

(2) Un tuk me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud pada ayat 
(1), Seks i Fa rmas i , Makanan dan M inuman me laksanakan 
fungsi sebagai ber ikut: 
a. p enyusunan rencana kegiatan Seks i Fa rmas i , Makanan 

dan M inuman ; 
b. penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pe laksanaan 

pengelolaan ke farmasian dan pengawasan m a k a n a n dan 
m i n u m a n ; 

c. penyelenggaraan bimbingan tekn is dan supervis i kegiatan 
pengelelolaan obat dan pengawasan m a k a n a n dan 
m i n u m a n ; 

d. pe laksanaan pengelolaan obat meliputi mel iputi 
penyusunan rencana kebutuhan , pengadaan, pener imaan, 
peny impanan, pendistr ibusian, pemantauan, dan 
pelaporan; 

e. pengawasan pemanfaatan obat pada ins t i tus i kesehatan 
dan masyarakat ; 

f. penerbitan iz in apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan 
optikal; 

g. penerbitan iz in u s a h a mikro obat tradisional (UMOT); 
h . penerbitan iz in produksi m a k a n a n dan m inuman pada 

industr i r u m a h tangga; 
i . pengawasan post-market produk m a k a n a n m i n u m a n 

indust r i r u m a h tangga; 
j . pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pe laksanaan 

tugas Seks i Fa rmas i , Makanan dan Minuman; dan 
k. pe laksanaan tugas la in yang diber ikan oleh Kepala B idang 

Sumber Daya Kesehatan sesua i dengan tugas dan 
fungsinya. 



Bagian Ke l ima 
B idang Kesehatan Masyarakat 

Pasa l 22 

B idang Kesehatan Masyarakat sebagaimana d imaksud dalam 
Pasa l 5 ayat (1) h u r u f d, dipimpin oleh seorang Kepala B idang 
berada di bawah serta bertanggung j awab kepada Kepala D inas 
mela lui Sekretar is . 

Pasa l 23 

(1) B idang Kesehatan Masyarakat sebagaimana d imaksud dalam 
Pasa l 22 , mempunya i tugas membantu Kepala D inas 
m e r u m u s k a n serta me laksanakan kebi jakan teknis pelayanan 
kesehatan keluarga, perbaikan gizi dan promosi dan 
pemberdayaan masyarakat . 

(2) U n t u k me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud pada ayat 
(1), B idang Kesehatan Masyarakat me laksanakan fungsi 
sebagai ber ikut: 
a. p enyusunan program ker ja B idang Kesehatan Masyarakat ; 
b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pe laksanaan di 

bidang ibu, anak , remaja dan lanjut us i a , gizi ke luarga dan 
masyarakat , promosi kesehatan dan pemberdayaan 
masyarakat ; 

c. penyiapan bimbingan teknis dan superv is i di bidang 
pelayanan ibu , anak , remaja dan lanjut us i a , gizi ke luarga 
dan masyarakat , promosi kesehatan dan pemberdayaan 
masyarakat ; 

d. pengkoordinasian pe laksanaan program dan kegiatan di 
bidang pelayanan ibu, anak , remaja dan lanjut us i a , gizi 
ke luarga dan masyarakat , promosi kesehatan dan 
pemberdayaan masyarakat ; 

e. penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang 
pe layanan ibu , anak , remaja dan lanjut us i a , gizi ke luarga 
dan masyarakat , promosi kesehatan dan pemberdayaan 
masyarakat ; 

f. pembinaan program dan kegiatan di bidang pelayanan ibu, 
anak , remaja dan lanjut us i a , gizi ke luarga dan 
masyarakat , promosi kesehatan dan pemberdayaan 
masyarakat ; 

g. pengendalian program dan kegiatan di bidang pelayanan 
ibu , anak , remaja dan lanjut us i a , gizi ke luarga dan 
masyarakat , promosi kesehatan dan pemberdayaan 
masyarakat ; 

h . pengaturan pe laksanaan tugas Seks i - Seks i pada B idang 
Kesehatan Masyarakat ; 

i . pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan 
perkembangan pe laksanaan tugas B idang Kesehatan 
Masyarakat secara periodik; dan 

j . pe laksanaan tugas la in yang diber ikan oleh Kepala D inas 
sesua i dengan tugas pokok dan fungsinya. 
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Pasa l 24 

B idang Kesehatan Masyarakat terdiri dar i : 
a. Seks i Kesehatan Keluarga; 
b. S eks i Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat ; 

dan 
c. Seks i Giz i . 
Masing-masing Seks i dipimpin oleh seorang Kepala Seks i yang 
berada di bawah dan bertanggung j awab kepada Kepala 
B idang Kesehatan Masyarakat . 

Pasa l 25 

Seks i Kesehatan Keluarga mempunya i tugas membantu 
B idang Kesehatan Masyarakat da lam penyiapan bahan 
pe rumusan dan pe laksanaan kebi jakan teknis pelayanan 
kesehatan ibu , anak , remaja, dan lanjut us i a . 

U n t u k me l aksanakan tugas sebagaimana d imaksud pada ayat 
(1), Seks i Kesehatan Keluarga me laksanakan fungsi sebagai 
ber ikut: 
a . p enyusunan rencana kegiatan Seks i Kesehatan Keluarga; 
b. penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pe laksanaan 

pelayanan kesehatan keluarga; 
c. penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu , anak , remaja, 

dan lanjut us i a ; 
d. penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervis i kegiatan 

pelayanan kesehatan ibu , anak , remaja, dan lanjut us i a ; 
e. pengumpulan dan pengolahan data perkembangan 

kesehatan ibu , anak , remaja dan lanjut us i a ; 
f. pengawasan pe laksanaan kegiatan kesehatan ibu, anak, 

remaja, dan lan jut us i a ; 
g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pe laksanaan 

tugas Seks i Kesehatan Keluarga; dan 
h . pe laksanaan tugas la in yang diber ikan oleh Kepala B idang 

kesehatan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Pasa l 26 

Seks i Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 
mempunya i tugas membantu Bidang Kesehatan Masyarakat 
da lam penyiapan bahan pe rumusan dan pe laksanaan promosi 
kesehatan dan pemberdayaan masyarakat . 

U n t u k me l aksanakan tugas sebagaimana d imaksud pada ayat 
(1), S eks i Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 
me laksanakan fungsi sebagai ber ikut: 
a. penyusunan rencana kegiatan Seks i Promosi Kesehatan 

dan Pemberdayaan Masyarakat ; 
b. penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pe laksanaan 

promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat ; 
c. penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervis i kegiatan 

promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan; 
d. fasi l i tasi kemi t raan kesehatan; 
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e. penyebar luasan informasi kesehatan; 
f. penyiapan s a r a n a dan p rasarana promosi kesehatan; 
g. pe laksanaan komunikas i , informasi dan edukas i kesehatan; 
h . pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pe laksanaan 

tugas Seks i Promosi Kesehatan dan pemberdayaan 
Masyarakat ; dan 

i . pe laksanaan tugas la in yang diber ikan oleh Kepala B idang 
kesehatan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Pasa l 27 

(1) Seks i Giz i mempunya i tugas membantu B idang Kesehatan 
Masyarakat da lam penyiapan bahan perumusan dan 
pe laksanaan perbaikan gizi. 

(2) U n t u k me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud pada ayat 
(1), Seks i Giz i me l aksanakan fungsi sebagai ber ikut: 
a. penyusunan rencana kegiatan Seks i Giz i ; 
b. penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pe laksanaan 

perbaikan gizi; 
c. penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervis i kegiatan 

peningkatan gizi ke luarga dan masyarakat ; 
d. pengumpulan data dan pengolahan data perkembangan gizi 

keluarga, ins t i tus i , dan, masyarakat ; 
e. penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk ; 
f. penyelenggaraan peningkatan gizi ke luarga dan 

masyarakat ; 
g. pemenuhan kecukupan dan perbaikan gizi pada 

masyarakat ; 
h . peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyaraka t a k a n 

pentingnya gizi dan pengaruhnya terhadap peningkatan 
s ta tus gizi; 

i . pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pe laksanaan 
tugas Seks i Giz i ; dan 

j . pe laksanaan tugas la in yang diber ikan oleh Kepala B idang 
kesehatan Masyarakat sesua i dengan tugas dan fungsinya. 

Bag ian Keenam 
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

Pasa l 28 

B idang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana 
d imaksud da lam Pasa l 5 ayat (1) h u r u f e, dipimpin oleh seorang 
Kepala B idang berada di bawah serta bertanggung j awab kepada 
Kepala D inas mela lui Sekretar is . 
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Pasal 29 

B idang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana 
d imaksud dalam Pasal 28, mempunya i tugas membantu 
Kepala D inas da lam pencegahan dan pengendalian penyakit 
menular , pencegahan dan pengendalian penyakit t idak 
menular , dan kesehatan l ingkungan. 

U n t u k me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1), B idang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 
me laksanakan fungsi sebagai ber ikut : 
a. p enyusunan program kerja B idang Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit ; 
b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pe laksanaan 

di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit 
menular , pencegahan dan pengendalian penyakit t idak 
menular , kesehatan l ingkungan; 

c. penyiapan bimbingan teknis dan superv is i di bidang 
pencegahan dan pengendalian penyakit menular , 
pencegahan dan pengendalian penyakit t idak menular , 
kesehatan l ingkungan; 

d. pengkoordinasian pe laksanaan program dan kegiatan di 
bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular , 
pencegahan dan pengendalian penyakit t idak menular , 
kesehatan l ingkungan; 

e. penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang 
pencegahan dan pengendalian penyakit menular , 
pencegahan dan pengendalian penyakit t idak menular , 
kesehatan l ingkungan; 

f. pembinaan program dan kegiatan di bidang pencegahan 
dan pengendalian penyakit menular , pencegahan dan 
pengendalian penyakit t idak menular , kesehatan 
l ingkungan; 

g. pengendalian program dan kegiatan di bidang 
pencegahan dan pengendalian penyakit menular , 
pencegahan dan pengendalian penyakit t idak menular , 
kesehatan l ingkungan; 

h . pengaturan pe laksanaan tugas Seks i - S e k s i pada 
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ; 

i . pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan 
perkembangan pe laksanaan tugas B idang Pencegahan 
dan Pengendalian Penyakit secara periodik; dan 

j . pe laksanaan tugas la in yang diber ikan oleh Kepala 
D inas sesua i dengan tugas pokok dan fungsinya. 

Pasa l 30 

B idang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dar i : 
a. Seks i Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; 
b. Seks i Pencegahan dan Pengendalian Penyakit T idak 

Menular; dan 
c. Seks i Kesehatan L ingkungan. 
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Masing-masing Seks i dipimpin oleh seorang Kepala Seks i 
yang berada di bawah serta bertanggung j awab kepada 
Kepala B idang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit . 

Pasa l 31 

Seks i Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 
mempunya i tugas membantu Kepala Bidang Pencegahan 
dan Pengendalian Penyakit da lam penyelenggaraan 
kegiatan pemberian imun isas i , pe laksanaan surve i lans 
sebagai upaya pencegahan penyakit, pemberantasan dan 
pengendalian penyakit menular . 

U n t u k me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1), Seks i Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 
Menular me laksanakan fungsi sebagai ber ikut : 
a. p enyusunan rencana ker ja Seks i Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit Menular; 
b. penyiapan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk 

pe laksanaan di bidang pencegahan, pemberantasan 
dan pengendalian penyakit Menular; 

c. pe laksanaan penyelenggaraan pencegahan dan 
pengendalian penyakit menular langsung, penyakit 
tu lar vektor dan zoonotik; 

d. pe laksanaan kegiatan Imun isas i , pendataan Early 
Waming Alert and Response System (EWARS) dan 
surve i lans penyakit menular yang berpotensi wabah; 

e. penyelenggaraan bimbingan teknis dan superv is i 
kegiatan pencegahan, pemberantasan dan 
pengendalian penyakit menular ; 

f. pe laksanaan monitoring, pengendalian, pengawasan 
dan eva luas i kegiatan pencegahan dan pemberantasan 
penyakit menular , t e rmasuk pemberantasan penyakit 
menular yang bersumber binatang; 

g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan 
pe laksanaan tugas Seks i Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit Menular; dan 

h . pe laksanaan tugas la in yang diber ikan oleh Kepala 
B idang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesua i 
dengan tugas dan fungsinya. 

Pasa l 32 

Seks i Pencegahan dan Pengendalian Penyakit T idak 
Menular mempunya i tugas membantu Kepala B idang 
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit da lam 
penyelenggaraan kegiatan pengendalian penyakit t idak 
menular , kesehatan j i w a dan kesehatan olahraga. 

U n t u k me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1), S eks i Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 
T idak Menular me l aksanakan fungsi sebagai ber ikut : 
a . p enyusunan rencana kerja Seks i Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit T idak Menular; 
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b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan 
petunjuk pe laksanaan di bidang Pengendalian Penyakit 
T idak Menular; 

c. pe laksanaan penyelenggaraan pengendalian penyakit 
t idak menular ; 

d. pe laksanaan penyelenggaraan pengendalian penyakit 
t idak menular meliputi : Penyakit T idak Menular, 
Kesehatan j i w a dan Kesehatan olahraga; 

e. pengawasan pe laksanaan kegiatan da lam pengendalian 
penyakit t idak menular , kesehatan j i w a dan kesehatan 
olah raga; 

f. penyelenggaraan bimbingan teknis dan superv is i 
kegiatan pengendalian penyakit t idak menular , 
kesehatan j i w a dan kesehatan olah raga; 

g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan 
pe laksanaan tugas Seks i Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit T idak Menular; dan 

h . pe laksanaan tugas la in yang diber ikan oleh Kepala 
B idang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 

Pasa l 33 

Seks i Kesehatan L ingkungan mempunyai tugas membantu 
Kepa la B idang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 
da lam penyelenggaraan kegiatan penyehatan l ingkungan. 

U n t u k me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1), Seks i Kesehatan L ingkungan me laksanakan fungsi 
sebagai ber ikut : 
a . penyusunan rencana ker ja Seks i Kesehatan 

L ingkungan; 
b. pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan 

petunjuk teknis dan petunjuk pe laksanaan di seks i 
Kesehatan L ingkungan; 

c. penyelenggaraan bimbingan teknis dan superv is i 
kegiatan penyehatan l ingkungan; 

d. pe laksanaan penyelenggaraan kesehatan l ingkungan 
meliputi : Pengawasan Kua l i t as Air, Pengawasan 
Tempat-Tempat U m u m (TTU), Pengawasan Tempat 
Pengolahan m a k a n a n (TPM), Kegiatan San i tas i Total 
Berbas is Masyarakat (STBM), Inspeksi San i tas i , 
Pemantauan J e n t i k Be rka l a ( P J B ) , program Kl in ik 
San i t as i dan masa l ah kesehatan akibat bencana dan 
wabah (keracunan m a k a n a n dan pestisida); 

e. pengawasan pe laksanaan kegiatan kesehatan 
l ingkungan; 

f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan 
pe laksanaan tugas Seks i Kesehatan L ingkungan; dan 

g. pe laksanaan tugas la in yang diber ikan oleh Kepala 
B idang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
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Bagian Ketu juh 
B idang Pelayanan Kesehatan 

Pasa l 34 

B idang Pelayanan Kesehatan sebagaimana d imaksud dalam Pasa l 
5 ayat (1) h u r u f f, d ipimpin oleh seorang Kepala B idang berada di 
bawah serta bertanggung j awab kepada Kepa la D inas mela lui 
Sekretar is . 

Pasa l 35 

(1) B idang Pe layanan Kesehatan sebagaimana d imaksud da lam 
Pasa l 34, mempunya i tugas membantu Kepala D inas da lam 
pe rumusan dan pe laksanaan kebi i jakan teknis pelayanan 
kesehatan primer, kesehatan r u j u k a n , kesehatan tradis ional , 
kesehatan k h u s u s serta pembiayaan dan j a m i n a n kesehatan. 

(2) U n t u k me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud pada ayat 
(1), B idang Pe layanan Kesehatan me laksanakan fungsi 
sebagai ber ikut: 
a . p enyusunan program ker ja B idang Pe layanan Kesehatan; 
b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pe laksanaan di 

bidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional , 
pe layanan kesehatan r u j u k a n dan k h u s u s serta 
pembiayaan dan j a m i n a n kesehatan; 

c. penyiapan bimbingan teknis dan superv is i di bidang 
pelayanan kesehatan primer dan tradis ional , pelayanan 
kesehatan r u j u k a n dan k h u s u s serta pembiayaan dan 
j a m i n a n kesehatan; 

d. pengkoordinasian pe laksanaan program dan kegiatan di 
bidang pelayanan kesehatan primer dan tradis ional , 
pe layanan kesehatan r u j u k a n dan k h u s u s serta 
pembiayaan dan j a m i n a n kesehatan; 

e. penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang 
pelayanan kesehatan primer dan tradis ional , pelayanan 
kesehatan r u j u k a n dan k h u s u s serta pembiayaan dan 
j a m i n a n kesehatan; 

f. pembinaan program dan kegiatan di bidang pelayanan 
kesehatan primer dan tradisional , pe layanan kesehatan 
r u j u k a n dan k h u s u s serta pembiayaan dan j a m i n a n 
kesehatan; 

g. pengendalian program dan kegiatan di bidang pelayanan 
kesehatan primer dan tradisional , pe layanan kesehatan 
r u j u k a n dan k h u s u s serta pembiayaan dan j a m i n a n 
kesehatan; 

h . pengaturan pe laksanaan tugas Seks i - Seks i pada B idang 
Pelayanan Kesehatan; 

i . pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan 
perkembangan pe laksanaan tugas B idang Pelayanan 
Kesehatan secara periodik; dan 
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j . pe laksanaan tugas la in yang d iber ikan oleh Kepala D inas 
sesua i dengan tugas pokok dan fungsinya. 

Pasa l 36 

B idang Pe layanan Kesehatan terdiri dar i : 
a. S eks i Kesehatan Primer dan Tradis ional ; 
b. S eks i Pe layanan Kesehatan R u j u k a n dan K h u s u s ; dan 
c. S eks i Pembiayaan dan J a m i n a n Kesehatan. 

Masing-masing Seks i dipimpin oleh seorang Kepala Seks i yang 
berada di bawah dan bertanggung j awab kepada Kepala 
B idang Pe layanan Kesehatan. 

Pasa l 37 

Seks i Kesehatan Pr imer dan Trad is iona l mempunyai tugas 
membantu Bidang Pelayanan Kesehatan dalam penyiapan 
bahan pe rumusan dan pe laksanaan kebi jakan di bidang 
pe layanan kesehatan primer dan kesehatan tradis ional . 

U n t u k me l aksanakan tugas sebagaimana d imaksud pada ayat 
(1), S eks i Kesehatan Primer dan Trad is iona l me laksanakan 
fungsi sebagai ber ikut : 
a. p enyusunan rencana kegiatan Seks i Kesehatan Primer dan 

Tradis ional ; 
b. penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pe laksanaan 

pelayanan kesehatan primer dan Kesehatan Tradisonal ; 
c. pe layanan periz inan k l in ik kesehatan dan pengobatan 

tradis ional ; 
d. penyelenggaraan upaya kesehatan primer meliputi 

pe layanan kesehatan di Daerah Terpenci l Pedalaman dan 
Kepu lauan (DTPK), suna tan massa l , algoritma k l in ik , dan 
Perawatan Kesehatan Masyarakat (PerKesMas); 

e. penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisonal ; 
f. fasi l i tasi penyelenggaraan registrasi , akredi tas i dan m u t u 

puskesmas ; 
g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pe laksanaan 

tugas Seks i Pe layanan Kesehatan primer dan Tradis ional ; 
dan 

h . pe laksanaan tugas la in yang diber ikan oleh Kepala B idang 
Pe layanan Kesehatan sesua i dengan tugas dan fungsinya. 

Pasa l 38 

Seks i Pe layanan Kesehatan R u j u k a n dan K h u s u s mempunyai 
tugas membantu B idang Pe layanan Kesehatan da lam 
penyiapan bahan pe rumusan dan pe laksanaan pelayanan 
kesehatan r u j u k a n dan kesehatan k h u s u s dan penanganan 
masa l ah kesehatan akibat bencana. 

U n t u k me l aksanakan tugas sebagaimana d imaksud pada ayat 
(1), Seks i Pe layanan Kesehatan R u j u k a n dan K h u s u s 
me l aksanakan fungsi sebagai ber ikut: 
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a. p enyusunan rencana kegiatan Seks i Pe layanan Kesehatan 
R u j u k a n dan K h u s u s ; 

b. penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pe laksanaan 
pelayanan kesehatan r u j u k a n dan kesehatan tradis ional , 
dan penanganan masa lah kesehatan akibat bencana ; 

c. penyelenggaraan pelayanan kesehatan r u j u k a n ; 
d. fasi l i tasi registrasi, akredi tas i , dan penetapan r u m a h saki t 

u m u m daerah kabupaten; 
e. pe layanan periz inan R u m a h Sak i t ke las C dan D; 
f. penyelenggaraan upaya kesehatan k h u s u s , yang meliputi : 

kesehatan haj i , kesehatan gigi, mu lu t dan mata , (pelayanan 
operasi bibir sumbing dan operasi ka tarak ) , suna tan massa l , 
kesehatan mata , dan pe layanan kesehatan penyandang 
cacat; 

g. penyelenggaraan pelayanan kesehatan akibat bencana dan 
Kejadian L u a r B i a s a ; 

h . pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pe laksanaan 
tugas Seks i Pe layanan Kesehatan R u j u k a n dan K h u s u s ; dan 

i . pe laksanaan tugas la in yang diber ikan oleh Kepala B idang 
Pelayanan Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Pasa l 39 

(1) Seks i Pembiayaan dan J a m i n a n Kesehatan mempunyai 
tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan 
da lam penyelenggaraan pembiayaan dan j a m i n a n 
kesehatan. 

(2) U n t u k me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1), Seks i Pembiayaan dan J a m i n a n Kesehatan 
me laksanakan fungsi sebagai ber ikut : 
a. p enyusunan rencana ker ja Seks i Pembiayaan dan 

J a m i n a n Kesehatan; 
b. penyiapan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk 

pe laksanaan di seks i Pembiayaan dan J a m i n a n 
Kesehatan; 

c. penyelenggaraan bimbingan teknis dan superv is i 
kegiatan pertanggungjawaban pembiayaan dan 
j a m i n a n kesehatan; 

d. pe laksanaan kegiatan pembiayaan dan j a m i n a n 
kesehatan, yang meliputi : J a m i n a n Persa l inan 
(JamPersal ) , B a n t u a n Operasional Kesehatan (BOK), 
J a m i n a n Kesehatan Nasional (JKN) , Peserta B a n t u a n 
Iu ran (PBI) Kesehatan Pusat , Retr ibus i Pelayanan 
Pasien U m u m dan R u m a h Sak i t ; 

e. pengkoordinasian dan pengevaluasian pe laksanaan 
kegiatan pembiayaan dan j a m i n a n kesehatan; 

f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan 
pe laksanaan tugas Seks i Pembiayaan dan J a m i n a n 
Kesehatan; dan 

g. pe laksanaan tugas la in yang diber ikan oleh Kepala 
B idang Pe layanan Kesehatan sesua i dengan tugas dan 
fungsinya. 
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Bagian Kedelapan 
Uni t Pe laksana Tekn i s 

Pasa l 40 

Pada D inas dapat dibentuk Uni t Pe laksana Tekn i s (UPT), dipimpin 
oleh seorang Kepala UPT berada di bawah dan bertanggung j awab 
kepada Kepala D inas mela lui Sekretar is . 

Pasa l 41 

UPT mempunya i tugas me laksanakan kegiatan teknis operasional 
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 

Pasa l 42 

Pembentukan UPT d iatur tersendir i dengan Peraturan Bupat i , 
sesua i kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang ber laku. 

Bag ian Kesembi lan 
Kelompok J a b a t a n Fungs iona l 

Pasa l 43 

Kelompok j aba tan fungsional terdiri dar i se jumlah tenaga 
da lam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai 
kelompok sesuai dengan keah l iannya . 

Kelompok j aba tan fungsional mempunyai tugas me laksanakan 
tugas k h u s u s sesuai dengan bidang keah l ian yang d imi l ik inya. 

Pasa l 44 

J u m l a h tenaga fungsional d i tentukan berdasarkan kebutuhan , 
beban ker ja serta peraturan perundang-undangan yang 
ber laku. 

Pembinaan terhadap j aba tan fungsional d i l akukan oleh Kepala 
D inas mela lui p impinan uni t ker ja yang berada da lam l ingkup 
ker janya. 

B A B V 

TATA K E R J A 

Pasa l 45 

Da lam me laksanakan tugas, setiap p impinan un i t kerja dan 
kelompok j aba tan fungsional wajib menerapkan prinsip 
koordinasi , integrasi dan s inkron isas i da lam l ingkup ker janya 
m a u p u n antar un i t ker ja sa sua i dengan tugas masing-masing. 
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Pasa l 46 

Setiap p impinan uni t ker ja wajib mengawasi bawahannya masing-
masing dan apabi la terjadi penyimpangan agar mengambil 
langkah- langkah yang d iper lukan sesua i dengan peraturan yang 
ber laku. 

Pasa l 47 

(1) Setiap p impinan uni t ker ja wajib memimpin dan 
mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan 
member ikan petunjuk bagi pe laksanaan tugas bawahannya . 

(2) Da lam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya 
masing-masing p impinan uni t ker ja wajib mengadakan rapat 
berkala . 

Pasa l 48 

Setiap p impinan un i t ker ja wajib mengikuti , mematuhi petunjuk, 
bertanggung j awab kepada a tasan masing-masing dan 
meny iapkan laporan berkala tepat pada wak tunya . 

Pasa l 49 

Laporan yang diter ima oleh setiap p impinan un i t ker ja wajib diolah 
u n t u k kemudian dipergunakan sebagai petunjuk kepada bawahan 
dan bahan penyusunan laporan lebih lanjut. 

Pasa l 50 

Da lam penyampaian laporan kepada a tasan , tembusan laporan 
wajib d i sampa ikan pu la kepada un i t ker ja la in yang secara 
fungsional mempunya i hubungan kerja. 

B A B VI 
K E T E N T U A N LAIN-LAIN 

Pasa l 51 

Da lam rangka pe laksanaan tugas pokok dan fungsi masing-
mas ing un i t ker ja, s e lu ruh pemegang j aba tan apara tur sipi l negara 
mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ber laku. 
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B A B V I I 
K E T E N T U A N P E R A L I H A N 

Pasal 52 

Se lama be lum ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan 
la innya , s e lu ruh petunjuk a tau pedoman yang ada d inya takan 
m a s i h tetap ber laku sepanjang t idak bertentangan dengan 
ketentuan da lam Pera turan Bupa t i in i . 

Pada saat Pera turan B u p a t i in i mu la i ber laku, Pera turan Bupa t i 
K a p u a s H u l u nomor 24 T a h u n 2008 tentang S t r u k t u r Organisas i , 
dan T a t a Ker ja D inas Kesehatan (Beri ta Daerah Kabupaten K a p u a s 
H u l u T a h u n 2008 Nomor 24), d icabut dan d inyatakan t idak 
ber laku. 

Pera turan Bupa t i in i mu la i ber laku pada tanggal d iundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memer intahkan, pengundangan 
Pera turan Bupa t i in i dengan penempatannya da lam Ber i ta Daerah 
Kabupaten K a p u a s H u l u . 

B A B V I I I 
K E T E N T U A N P E N U T U P 

Pasa l 53 

Pasa l 54 

Di te tapkan di Pu tuss ibau 
^ a d a tanggal 7 HOrmBTSR 2016 

Diundangkan di Pu tuss ibau 
pada tanggal 8 3JOV3WBSH 201 6 
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B A B VI I 
K E T E N T U A N P E R A L I H A N 

Pasa l 52 

Se lama be lum ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan 
la innya , s e lu ruh petunjuk a tau pedoman yang ada d inyatakan 
mas ih tetap ber laku sepanjang t idak bertentangan dengan 
ketentuan da lam Peraturan Bupat i in i . 

B A B VI I I 
K E T E N T U A N P E N U T U P 

Pasa l 53 

Pada saat Pera turan Bupa t i in i mula i ber laku, Peraturan Bupa t i 
K a p u a s H u l u nomor 24 T a h u n 2008 tentang S t r u k t u r Organisasi , 
dan Ta ta Ker ja D inas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Kapuas 
H u l u T a h u n 2008 Nomor 24), d icabut dan d inyatakan t idak 
ber laku. 

Pasa l 54 

Peraturan Bupa t i in i mu la i ber laku pada tanggal d iundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memer intahkan, pengundangan 
Peraturan Bupa t i in i dengan penempatannya da lam Ber i ta Daerah 
Kabupaten K a p u a s H u l u . 

Di tetapkan di Pu tuss ibau 
pada tanggal 7 N0V3OER 2016 

B U P A T I KAPUAS H U L U , 

D iundangkan di Pu tuss ibau 
pada tanggal 8 UOVBMESR 2016 

MUHAMMAD S U K R I 
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